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a.

1

TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

BUPATI SAMOSIR,

bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan
kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian
seksama dari orang tua, masyarakat dan negara,;

bahwa pendidikan anak usia dini umur O -6 tahun adalah masa
pertumbuhan usia emas (GoMen Age) yang harus diberikan
perhatian secara khusus agar tumbuh kembang anak dapat
beijalan secara optimal,

bahwa dalam rangka Penyaluran Bantuan Operasional
Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini Tahun
Anggaran 2019, salah satu syarat mutlak adalah
penandatanganan Nota Peijanjian Hibah Daerah Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia
Dini Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 antara pihak
pemerintah daerah dengan pihak penyelenggara PAUD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a,
huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati

Samosir tentang Penunjukan dan Penetapan  Pejabat
Penandatangan Nota Peijanjian Hibah Daerah Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang..... //



10.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4346);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir
(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40
Seri D Nomor 48);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri !/



Menetapkan
KESATU

KEDUA

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia
Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1679);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelengaraan
Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019;

15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Keija Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir (Berita Daerah
Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 64 Seri F Nomor 466);

16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);

MEMUTUSKAN :

Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penandatangan Nota Peijanjian
Hibah Daerah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten
Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
Samosir ini.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut;

1 Menyelenggarakan dan menandatangani Nota Peijanjian Hibah
Daerah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten
Tahun 2019 antara Pihak Pemerintah Kabupaten Samosir dengan
Pihak Penyelenggara PAUD;

2. Membentuk dan Menetapkan Tim Manajeman DAK Nonfisik BOP
PAUD Daerah Tahun 2019 yang memiliki-tugas sebagaimana
disebutkan pada huruf C BAB Ill Lampiran | Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bantuan Operasional Penyelengaraan Pendidikan Anak
Usia Dini Tahun 2019, yakni:

a. melakukan kontrol/verifikasi terhadap Satuan PAUD atau
Satuan Pendidikan Nonformal yang sudah memiliki Nomor
Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN),

b. melakukan Undang-undang.... //



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

b. melakukan kontrol/verifikasi terhadap data riil peserta
didik di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal
berdasarkan Dapodik PAUD dan Dikmas,

c. mengusulkan daftar Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan
Nonformal calon penerima DAK Nonfisik BOP PAUD yang
memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam surat
keputusan kepala daerah atau surat keputusan pejabat
yang ditunjuk,

d. menyerahkan surat keputusan daftar Satuan PAUD atau
Satuan Pendidikan Nonformal penerima DAK Nonfisik BOP
PAUD dilampiri jumlah peserta didik dan jumlah alokasi
dana per Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal
kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
(BPKAD) untuk keperluan pencairan dana DAK Nonfisik
BOP PAUD dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke Satuan
PAUD atau Satuan pendidikan Nonformal.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam
melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini,
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun
Anggaran 2019.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di
dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal ¥ Mut 2019

Keputusan ini disampaikan kepada :

Sekretaris Jenderal

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan di Jakarta;

Inspektur Jenderal

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan di Jakarta;

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan di Jakarta;

Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
Ketua Penyelenggara PAUD di lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir;

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Samosir di

Pangururan;

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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BUPATI SAMOSIR,



